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BAB III 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan hakim menjatuhkan 

putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi : 

a. Adanya indikasi alat bukti dalam pembuktian di persidangan disamarkan ataupun 

dihilangkan.  

b. Adanya indikasi praktek kolusi dan nepotisme.  

 

2. Saran 

Dalam upaya meningkatkan obyektivitas dan kualitas putusan pengadilan tindak 

pidana korupsi, perlu peningkatan profesionalitas dan integritas hakim agar 

mekanisme proses peradilan yang telah ada hendaknya dapat dilaksanakan oleh 

lembaga peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. 
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